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| -~ ANCANGAN HUKUM DAN PERSPEKTIF KEADILAN
Lo " DALAM PELITA V LR

Oleh: Joko Sumpeno _

-+ Pembangunan ekonomi yang menjadi fokus utama pembangunan nasional
-sejak dilaksanakannya Repelita I telah menghasilkan pertumbuhan’ yang bergrii
dilihat idari- sudut kenaikan GNP dan pendapatan perkapita. Secara kuantity if
harus' kita akui wajah pembangunan Kita cukup memberikan hargpan, Namun
pada gilirannya kuantitas pembangunan dalam angku-angka itu akdn melghirkan
kebutithan baru' yakni- tuntutan pemenuhan hal-hal yang kualitatif. Orang lali

bicara soal mutu hidup, pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial,

Fada saat itulah orang mulai menarih harapan pada hukum untuk memberikan

sense ‘of justice pada setiap aspek dan tahapan pembangunan. Tulisan ini ingin

mengingatkan hal itu. :

Peridahuluan

* Selama gagasan, dan penglihatan
tentang pembangunan tetap merupa-
kan: "Pengamalan Pancasila yang pada
hakikatnya membangun ‘manusia dan
selursh “masyarakat Indonesia seutuh-
nya, untuk mencapai masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila”,
maka: “tuntutan™ * terhadap politik
pembangunan ‘yang harus berkeadilan
adalah 'sah adanya. Perspektif keadil-
an dan Pelita V, mengapa harus ada
dan bagaimana hukum berperan, sema-
kin relevan untuk diajukan, mengingat
visi keseimbangan dalam pembangunan
itu sendiri. '

Pembangunan sebagai proses per-

ubahan ' yang direncanakan, - disadari
dan berkelanjutan dalam tahapan-ta-
hapan, kini telah menginjak “garis pen-
dek” lima tahunan terakhir dari “garis
panjang” dua puluh lima tahunan. Pe-

Redaksi

lita telah memasuki langkah kelima,
terhitung mulai kebangkitan Orde Ba-
. -Semenjak itu, selama ind, hingga
kapan- pun garis pembangunan terus
direntang, keadilan dan kemakrmiran
senantiasa terpaut sebagai fujuan yang
sekaligus merupakan pedoman ke ma-
na cita pembangunan itu diarahkan.
- Setiap perbincangan tentang pem-
bangunan, serentak itu pula- nilai ke-
adilan yang universal dan esensial itu
tidak bisa dilepaskan. Pada Pelita V
(1988—1993) ini dimaksudkan untuk
meletakkan landasan, menuju: era-in-

(dustrialisasi dan modernitas kehidup-

an. Nilai keadilan, sistem politik yang
didukung oleh iklim yang demokratis
dengan memberi kesempatan partisipa-
si yang lebih dewasa dalam pengawas-
an secara lebih konseptual dan struk-
tural, tampak kian didorong. Di sana
hukum diminta peranannya. Hukum
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sebagai subsistem. ‘bersama-sama - de-
ngan subszstem—subsxstem politik, eko-
.nomi; ‘dan sosial lainnya perlu. mema-

- _guka;;..h;,dl_n dalam .. proses - interaksi,

_mengingat: tugas. penegakan keadilan
bukan urusan satu subsistem.. Ia min-
ita dztanggulangl secara smtematik dan
sistemxk .antara . satu . subsistermn: de-
.ngan_ subsistem Jainnya; antara hu-
kum lpoht;k sosial-dan ekonomi, da-
‘rdemokram yang.bermutu.
'esklpun ‘digkui, - bahwa “hukum
menduduki posisi strategis dalam pene-
gakan. keadilan +—.yakni.sebagai pe-
ngendali, - perekayasa dan pelancar in-
teraksi' sosial—; namun sebaliknya ha-
rus-diterima juga bahwa ada keterba-
tasan: pada’ hukum- itu: sendin. “Arti-
nya, hukum: sebagai-subsistem tidak
bakal-bebas dari kesulitan, baik ‘men-
cakup kompleksitas pranatanya sendir
(formal):maupun: berupa tekanan dari
tatanan stibsistem di luachukums?

~Rupanya,-ketika hikum hendak be-
kerja: merumus-konkretkan "nilai  ke-
adilan yang abstrak ite ke'dalam asas:
asas, :prinsip-prinsip, norma-norma dan
lembaga-lembaga hukum, seketika ito
pula tingkah-laku ekonomi dalam reali-
tas politik yang-berlatar-belakang seja-
rah. bergerak ‘menghimpit, ‘mempenga-
ruhi pekerjaan hukum. Oleh karenaitu
tepat memang, bahwa pemahaman hu-
kum dan -aktualisasinya-zkan berke-
ping-keping, jika tidak beralaskan pa-
da:-pengamatan - yang- tajam -terhadap
dinamika budaya masyarakat . dalam
konteks politik, ekonomi, sostal serta
sejarah masyarakat itw. - .

Pembangunan yang Befkead_il_an

. Pembangunan yang diselenggarakan
secara bertahap, berskala prioritas, de-
ngan berfokuskan pada pembangunan
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ekonomi, telah membawa kenaikan ta-
raf hidup rakyat. Dilihat dari kenaikan
Pendapatan Kotor Nasional (GNP)
danpendapatan -per-kapita, kesunpul-
an di atas bisa saja diterima. . :
Akan tetapi, dilihat dari segi peme-
rataan sebagai cermin keadilan, agak-
nya . kesimpulan tersebut masih bisa
dipersoatkan. Kuantitas pembangunan
dalam angka-angkanya itu pada giliran-
nya _akan melahirkan kebutuhan baru,

yakni tuntutan _peme_nuhan haloh_a{ -

yang kualitatif. Lahirlah aspirasi-aspi-
rasi, . orientasi-orientasi _nilai, sikap
mental dan ;pola kerja serta harapan:
harapan. .

Gejala sosial demlklan 1tu adaiah
hal yang wajar, dan oleh. karenanya
bisa diterima dalam negara yang se-
dang membangun. Demokrasi yang se-
mula ditunda-tunda aktualisasinya se-
hingga orientasi terhadap nilai keadilan
kurang diperhatikan, mulai dirasakan
sebagai kebutuhan. Dengan: demikian
pengembangan dimensi-personal, peng:
hayatan. nilai etis-keagamaan, pene:
gakan hukum yang berintikan keadil-
an semakin perlu jugs, agar peluang-
peluang “mesin® = ekonomi-teknologi
vang dimotori birokrasi dapat terken-
dali. ; :

Pengendalian diri yang. d1sertal ma-
was diri -terhadap pembangunan, bisa
diharapkan mampu -menetralisasikan
ketimpangan sosial, agar tidak eksple-
sif. menjadi kerawanan sosial. Bermula
dari kesadaran kendali diri ite, muncul
beberapa pertanyaan sekitar hasil-hasil
pembangunan selama - ini.  Misalnya,
antara lain: . benar dan mampukah
swasembada pangan {beras) dan kema-
juan pertanian-dalam arti luas mencip-
takan kemandirian petani, — sepadan-
kah kemajuan kuantitas pendidikan
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dan pengajaran ' dengan - kualitasnya
_.yang: siap -menjawab: stantangan - kini
“dan' ‘mendatang; sesuaikah: kenaikan
- produksi: barang-dan ‘jasa:menaikkan
penghasilan pekerja; — sudah tepatkah
kebijakan tanah :diambil :agar ‘peman-
faatan -tanah ferjamin kelestariannya
_dan dinikmati - oleh -sebesar-besarnya
.kemakmuran bagl rakyat dan: sebagal~

‘nyaan  tersebut;’ yaztu dengan mele-
katkan' nilai ‘keadilan yang universal
itu ke tubuh” teknologl-ekononu
yang’ berakibit kepada tilai dasar etik
pembangnnan _integral-dimensional,
maka‘isyarat kebengisan pembzmgunan

dapat dihindari. Keuniversalan dimak- -

sud :adalah’ keberlakuan bag1 semua
orang, meskxpun ‘tidak “sama dalam
skala kuantitatif menurut peran sosial,
kebutuhan, ‘kepenitingan “dan ‘situasi.
Sehmgga dalam’ ”wa;ah” pembangunan
tergugat, bahwa “manusia ‘menjadi ni-
lai ‘elementer” menurut kategori im-
pera‘uf Immanuel Kant, oleh karena
manusia “sebagai “pribadi diperlakukan
sebagai “ tujuan dalam - dirinya sendiri
dan- bukan alat (Magms Suseno 1975
77-110):

Sampai di sini perlu ditelaah kem-
bali, tentang nilai keadilan itu: Cukup-
kah merupakan rasionalitas tujuan, Ian-
tas ‘menyerahkan sepenuhnya kepada
“mesin ‘pembangunan’ untuk mem-
buat +”sebesar-besarnya ‘kue ‘pemba-
ngunan, tanpa -berpikir - bagaimana
pembuatannya dan pembagiannya”
dengan mengajak ‘peran di luarieko-
nomi. Pemahaman Trilogi pembangun-
an {stabilitas ‘nasional; pertumbuhan
dan pemerataan), betulkah secara tegas
dalam urutan pendekatan dan pene-
kanan dalam konkretisasinya, sehingga

-an “untuk- bertindak;: namun’ a

v Hukumtdan Pembang

bisa. dipmdah pmdah prlontasnya
“+Trilogi pembangunan memang

keliru-jika:‘pemerataan sebagai logi
terakhir harus. menunggu terlebih. da- - -
hulu - ‘pada: pertumbuhan, yang ‘i '
‘kung ‘oleh': stabilitas ‘nasional - 5
ketat':‘melalui - ‘pendekatan - “sekurit
yang- sangat waspada linear. ‘Peme
an sehamsnya tidak perlu menungg
situasi ‘yang:tumbuhy; tetapi S&j&k :
stabilitas dan pertumbuhan digerakkan -
pun -pemerataan «itu harus menyertai- -
nya sebagai pembimbing dan-pola- yang' j
ditempuh oleh kedua logi tadi. X
Hal-ikhwal - bagaimana pencapman
kemakmuran dan penikmatannya: yang .
berkeseimbangan: dengan: jerih. payah
masing-masing rakyat:adalah juga ten-
tu pekerjaan keadilan. Sebab, keadils
an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menurut Bung Hatta yang menjabar:
kan antara lain ke Pasal 33 UUD 1945
tidaklain "adalah : pedoman dan:i7u-
juan kedua-duanya” dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, yang haius
selalu membangun, memngkatkan har-
kat dan martabatnya. il
‘Dengan - demikian merupakan tun~
tutan yang wajar, -agar pembangunan
seterusnya berproses lebih-dewasa atas
paham emansipasi - diri dalam ruang
demokrasi yang merangsang tumbuh-
nya . partisipasi-aktif.. Dalam situasi
dan kondisi yang demikian itu, ke:
adilan . tampaknya menemukan prepa. -
rat yang tepat. - :

‘Oleh “karena itu sungguh tidak
mengena, apabila ‘pekerjaan keadilan
lebih ditampilkan pada upaya karikatif
yang bermotifkan ‘belas-kasihan.” Ké:
adilan lebih-dalam dan luas daripada
yang barusan - dikemukakan “(tolong-
menolong “dalam lingkungan kekera-
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batan; membuat ketergantungan). Ke-
-~ adilan- sebagai nilal etik- upiversal yang
melekatrpada pembangunan, pada ha-
 kikatnya harus sebagai konsep, visi dan
strategi yang menimbulkan partisipasi,
mendorong kemandirian atas landasan
emans1p331 diri. ‘Tegas konkretnya; be-
gt aspirasi- kritik dan koreksi sosial
diterima: oleh ‘semua. pihak yang terli-
bat: pembangunan dengan lapang dada
dan ‘dewasa, ‘keadilan -semakin layak
kita nantlkan dalam realitas kehuiup-
an.s i onriisn

Kead:lan, Demokras1 dzn Amanat YUD
1945 : .

“Keaditan sebagal rulal yang univer-
sal memeriukan partisipasi yang me-
tuas dan ‘berkesamaan dalam ukuran
dan tatanan tertenty; dan, demokrasi-
lah merupakan penyangga dan prinsip
yang menjaminnya. Dengan kalimat
lain, perjuangan: menegakkan keadilan
memerlukan :dukungan . solidaritas so-
sial yang ‘dikondisikan dalam iklim
demokratls

“:Ada beberapa hal yang berhubung‘
an dengan ‘permnyataan di.atas (Henri
B. Mayo (terjemahan Zainuddin) ed.
Miriam ' Budiardjo, 1975: 177—190),
secara singkat dikemukakan: Pertama,
kemungkinan dari sistem politik bukan-
lah mengharapkan jangan sampal ke-
tidakadilan itu terjadi, melainkan supa-
ya ketidakadilan itu diperhatikan. Ka-
lau “mungkin diperbaiki, dan kelak
mampu dicegah; Kedua, kemungkinan
terjadinya ketidakadilan dalam negara
demokrasi jauh lebih kecil daripada di
negara mana pun yang ditindas kebe-
basan politiknya dan tidak ada jamin-
an politik; Ketiga, . . . hanya keadilan
relatif, yaitu pemenuhan relatif dari
cita-cita yang hanya dapat diwujud-
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kan dalam suatu sistem politik. Peme-
nuhannya adalah berkisar pada penye-
lesaian -tuntutan-tuntutan yang saling
bertentangan, Keempat, ezkibat :dari
demokrasi vang -diprakiekkan adalah
semakin besar. jumlah rakyat .yang
diliputi keadilan Kelz'ma demokrasi
dal_am kata—kata Lincoln: . kep_g;-
cayaan akan keadilan itk Beri 'rak

balk atau sama bmknya di dalam du- '
nia ini 77

Jika keadilan ekonom daiam demo-
krasi ekonomi sebagaimana yang dite-
gaskan oleh Bung Hatta di atas yang
kini menyemangati kebijakan debiro-
kratisasi,  deregulasi, destrukturisasi;
keadilan “sosial”’, politik dan hukum
memperoleh tempat dalam Pasal-pasal
27, 28, 29, 30, dan 31 UUD 15435,
Ini pun juga tidak lepas dari saran-sa-
ran Bung Hatta (bersama Mr. Muh.
Yamin) kepada: Soepomo yang didu-
kung oleh Bung Karno, Menurut Hat-
ta, dimaksudkan supaya pengaruh-ab-
solutisme politik hasil pemikiran Hegel
yang menempatkan parz individu ang-
gota masyarakat adalah subordinat ne-
gara dapat dicegzh (Albert Hasibuan,
artikel pada Kompas, 18 September
1986).

Saran tersebuf diterima Soepomo
(sebagai penyusun naskah UUD 1945)
untuk menajamkan konsep negara in-
tegralistiknya, seperti yang dianuti
hingga kini. Ketajaman itu memberi-
kan peluang pengakuan dan perhn-
dungan hak-hak asasi manusia Indone-
sia secara seimbang dengan kewajib-
an rakyat sebagai warga negara.

Keadaan Dasar Hukum dan Negara Hukum
Dalam rangka ketertiban yang ber-
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segi*kepentingan umum itu, péranan
Kepastian “hukum - dan kesebandingan
hukum “di. dalamnya (ketertiban) “se-
nantiasa’ berpasangan meski seolah-
olah’ bersitegangan (Purnadi Purbacara-
ka'dan Soer]ono Soekanto, 1982; 11).
Jika“tugas kepastian hukum merlipa-
kan' keaddan/pmses ‘maka ‘keseban-
dingan hukum = yang orang menye-
butnya keadilan —‘adalah mtmya Se-
akan bisa dzanalogzkan bahwa’ kepasti-
an’ hukim' merupakan *plasma’’ 'se'
dangkan keadilan adalah “intinya™.

“Hukiim *dalam penyelenggaraannya
agar ‘berwibawa, ‘yakni -resmi, meng-
ikat dan bersanksi ‘tentu perlu legiti-
masi- negara. ‘Atas kuasa® hukum, ke-
kuasaan negara sah untuk menegakkan
hukum, menjalankan fungsi-fungsinya
sebagai pengendali, perekayasa dan pe-
nata interaksi masyarakat.

~ Jadi, penegakan keadilanyang ter-
pikul di pundak hukom dalam titian
kepastian. hukum” memerlukan negara
sebagai ‘pelaksananya. - Dari sini terli-
hat, bahwa hukum tidak sama dengan
‘petintah “negara “atau hukum  bukan-
lah hasil kehendak negara. Oleh kare-
na hukum tidak identik dengan nega-
ra, maka hukum berlaku terhadap ne-
gara (mengikat negara) dan’alat per-
lengkapan negara tunduk pada hukum
(Kranenburg, ed.-Azhary, 1983: 80).

- Pokok pikiran hubungan negara dan
hukum tersebut, tampak dianuti/seja-
lan~dengan - yang berlaku di- dalam

UUD 1945 sebagai’ berikut: ”Negara
Berdasar atas Hukum; bahwa negara
Indonesm berdasar atas hikum frecht-
staat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machistaat)”. ‘Semboyan itu-
lah yang menghidup-teruskan hukum
untuk ikut menéntukan jalan dan arah
negara, termasuk’ arah pembangunan.

- Hubkum dan Pembangungy -

Tidak sekah kah boleh terjadz sebahk- .
nya.
Oleh sebab keadﬂan ‘yang d;c:takan
sebagai pedoman dan sekaligus tujuan
bukan ‘merupakan *keadilan yang be-
ku” ‘dan juga tidak mengukuhkan'sua:

tu “status quo dan pembenaran oto:

ritas”, tentu diperlukan suatu keadaan =

dasar ‘hukum tertentu. Keadaan dasar
hukum yang dimaksudkan adalah sua:
tu ‘tipe  hukum ‘yang ‘ditelaah: seca_ta '
sosiologis ‘yang oleh Philippe - Nonet
dan Philip Selznick (Mulyana W Ku-
sumah dan Paul S. Baut, 1988: 15—
24), dibedakan ke dalam tiga tipe, yai:
tn Hukum Represif, Hukum Otonom
dan Hukum Responsif. Ketiga-tiganya
merupakan Konsep abstrak yang dalam
praktek pada masyarakat tertentu tam:
paknya mengandung ciri-ciri campur-
an. Catatan yang bisa diberikan ialah
bagaimana dan yang mana dari ketiga
tipe tersebut paling kuat/dominan, -
Dihubungkan dengan prinsip negara
hukum -yang dianit-UUD 19435, de-
ngan mengingati perubahan ‘sosial da-
lam' konteks politik,- ekonomi dan
kesejarahan ‘disertai tangkapan yang
tajam kepada arah- GBHN 1988 un-
tuk lima tahun mendatang (termasuk
empat point imbauan pimpinan MPR)
dan kesediaan Presiden bertekad meng-
galakkan pengawasan, menghargai kri-
tik dan lebih membuka kesempatan
berpartisipasi, bisa ditunjukkan kecen-
derungan iktikad memasuki ”wﬂayah”
hukum yang responsit.- :
Dalam Hukum Responsif, hukum
bukan alat kekuasaan represif, pun ti-
dak sekedar ’merdeka” dari politik.
Di dalamnya menampung dan - men-
junjung tinggi aspirasi-aspirasi ‘masya-
rakat, dan ‘menformulasikan sebagai
kebutuhan, Keadilan yang dibutuhkan
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1alah keadllan substantif tidak lagi
keadilan ':'--formal ‘Hikum ‘memnperoleh
" Keabsahan'~pada‘Keadilan “‘substantif
ini,';_dan -aturan-aturan . tunduk “pada
1p dan kebijaksanaan Diskresi

e;}asama sementara asp1ras1
hukum dan’ pohtﬂc ‘berada da-
keadaan terpadu. ‘Kritisisne tidak
lagi dlpandang sebagai ketidaksetiaan;
Ketidaktaatan ‘baru *dinilai bila'terda-
patikerugian-kerugian substantif  dan
dipandang ‘sebagal ‘tumbuhnya masa:
lakilgitimasi. Kesempatan berpartisi-
pasi:/diperiuas melalui ‘integrasi ban-
tuan hukum dan bantuan sosial.

Ancarigan Hukum dan Budaya Keadilan

“Proses’"interaksi antara subsistem
hukum dengan' subsistem lainnya (eko-
nomi, pohtlk ‘dan sosial lainnya) tidak
dapat dihmdari ‘bahkan harus saling
menerima dan memberi masukan. Da-
lam “suasana seimbang dan padu, hu-
kum tidak akan mengalami kesulitan
untuk merumuskan kaidahnya atas pe-
rintah nilai budaya yang dalam hal ini
adalah Nilai Keadilan. _

Atas dasar Pancasila sebagai ideolo-
gi terbuka bagl pengembangan budaya
nasmnal yang maju ‘dan penuh cita-
harapan 'maka buddya yang diolah

dan menurunkan sistem hukom seyog- .

yanya tidak dikekang oleh dan demi
“menjaga keaslian budaya indonesia™.
Cukup hebatkah, Pancasila cita dan
dasar budaya klta itu dibela dengan
simbolisme yang. romantik, sakral dan
dimitoskan? Pancasila wajib. diteguh-
kan dengan keyakinan akan manfaat
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keterbukaan, amalan'yang konkret ‘me-
mecahkan ‘masalah demi masalah dan
mengambil inisiatif dalam proses infef-
aksi; yang semakm mondial dan umver-
Sebagalmana pa.ham yang lain, Pan
casﬂa memang diharapkan mampuse-
bagai alternatif -dari paham indivi-
duatistik-liberal yang berhadapan mela— '
wan sosialis:komunis. Namun Pancasi-
fa; juga secara. sosmlogzs tidak iuput»
seperti’yang dialami-oleh paham dunia -
tadi—dari revisi' dan modifikasi seiring
dengan kebutuhan budaya yang dina-
mis. Fanta’ rei; semua- zkan mengalit
dan siapa pun tidak- akan mampu
mencegahnya : : :
“Begitu ‘pula ‘sistem hukum yang
bersumberkan pada” Pancasila tidak
musigkin’ pula’statis, sebagai reaksi ter-
hadap gejala sosial yang terus berubah
(ke arah kernajuan). Sekarang di mana-
kah “hukum sebenarnya berdiri di da-
lam “masyarakat itu? Di belakang, di
tengah-tengah ‘atau malah harus di‘de-
pan. Banyak hal dan’ segi,” di mana
hukum “pada suatd saat’ harus berdiri
dan memberi furan dalam perkembang-
an- thasyardkat ‘(meminjam’” 1st1lah AL
Hamid 8. Attamimi). : £
Setlap orang bahkan :cendikiawan
pun bolsh berpendapat tentang hukum
dan hubungannya dengan budaya. ‘Ada
vang mengemukakan, bahwa efektivi-
tas hukum' tergantung pada seberapa
dalamnya hukum “tercangkul” ke da-
lam budaya. Namanya saja kiasan,  tapi
melihat cangkul lantas terbayang lahan
pertanian, masyarakat. pedesaan, ‘dan

__budaya agraris yang feodalistis. Kena-
" pa harus cangkul yang ditokohkan,

padahal katanya kita ingin industriali-
sasi, kecanggihan teknologi {termasuk
bidang pertanian). :




i 'ukum sebagai Penata Masyarakat

i _(Max Weber) akan menemukan jalan
“yang -harmoni dan_seimbang supaya
"efekt'ftdar_a efisien, manakala -hukum
-sebagaz_ pelaku budaya yang, konkret
‘bergegas® diri puia melakukan: “asimi-

 lasi: pengertian-pengertian Barat dalam

‘bentuk: yang.sesual dengan :struktur

masyarakat Indonesxa sendiri {Soepo-

:24). Berarti kita tidak periu

=takut menangkap perubahan, dan oleh

karenanya tidak .usah: terlalu bangga
sok. patriot . yang . romantik membela

: ”keasizan budaya”.

Kendatipun demxklan so&l babakan
waktu perjalan-budaya 'yang pernah
'texjadi ‘di Barate(kejatuhan kaum bang-
sawan yang . disokong. oI@h. agamawan
berkat ; revolusi . borjuis .di Perancis
pertengahan abad .18 begitu.seterus-
nya), kita.memang tidak perly dan ti-
dak bakal -mencontohi, oleh karena
struktur sosial dan_ proses sosial jelas
lain, Mereka karena penjajah, dan kita
se_}gaj_n ratus: dijajah, vang :secara poli-
tis,- ekonomis. dan yuridis banyak me-
resepsi -dari mereka, dan inilah petaka
budaya dimulaf. Artmya mau tidak

Daftar Pustaka

Hukum den -Pembanguna:p_;:

mau kita. sadar, bahwa hukum kita
tidak - sempat..berkembang utuh ;d :
dominan oleh:karena budayanya pun o
terjajah. : i L

+Pada akhlrnya ancangan hukum' _
untuk menegakkan keaédan dalam'_"

menenma pengamh hukum asmg '
{common Iaw civil law, Islam law,
socialis law) d; tengah-tengah plura-
hstzknya hukum adat. Ada yang perlu-
dominan. pada- satu bldang, ada yang
saling melengkapi sebagai satu Sistem -
Hukum :Nasional. Dan, sistem hukum
pun- tidak berkeberatan pula dengan
sistem politik, ekonomi. dan sosial
bersama-sama padu berkedudukan dan

berpéranan sebagai subsistem budaya

keadilan sebagal acuan pembangunan
ini. : : s
Masalah yang serius dan kompleks
terletak - pada : pemaduan . hukum. de-
ngan politik, ekonomi dan sosial mau-
pun pembenahan internal hukum sen-
dirt. Dari sini, hukum beran_gkat un_tu};
menjawab. perspektif keadilan dalam
Pelita V, mendatang, dalam bayang»
bayang masalah eksternal dan 1nternal

nya tadi.
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